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ABSTRAK

Penelitian ini membahas kasus sengketa perdata dalam Putusan Nomor
25/Pdt.G/2022/PN Mlg, di mana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard) akibat Error In Persona. Kesalahan
dalam penentuan subjek hukum menggambarkan pentingnya akurasi dalam
menarik pihak yang tepat ke dalam perkara tersebut. Penelitian ini membahas
analisis pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan Putusan Nomor
25/Pdt.G/2022/PN Mlg yang tidak dapat diterima karena Error In Persona.
Dengan rumusan masalah “Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.MlIg?”.

Metodologi Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, didukung oleh analisis
doktrin hukum serta studi putusan. Bahan Hukum yang digunakan meliputi
bahan hukum primer, sekunder dan tertier dikumpulkan dari literatur hukum,
jurnal, dan dokumen resmi terkait.

Hasil penelitian ini yang dalam putusan hakim menyatakan bahwa gugatan tidak
dapat diterima yang dalam pertimbangannya gugatan dinyatakan Error In
Persona, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak tergugat yang seharusnya
bertanggung jawab atas objek sengketa. Hal ini menegaskan pentingnya
relevansi hukum antara pihak yang digugat dan substansi sengketa sesuai Pasal
163 HIR, yang menguatkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Akibat hukum bagi Penggugat adalah gugatan tidak dapat diterima, serta
berpeluang untuk menggugat pihak yang relevan dengan tambahan biaya dan
waktu. Sedangkan, bagi Tergugat, putusan ini membebaskan mereka dari
tanggung jawab hukum, menguatkan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan
hukum dengan objek sengketa sesuai putusan PK Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Error In Persona, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum,
Kemanfaatan Hukum, Putusan Pengadilan.
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ABSTRACT

This research discusses the civil dispute case in Decision Number
25/Pdt.G/2022/PN Mg, where the Plaintiff's lawsuit was declared unacceptable
(niet ontvankelijke verklaard) due to an Error In Persona. Errors in determining
legal subjects illustrate the importance of accuracy in attracting the right
parties to the case. This research discusses the analysis of the judge's legal
considerations  regarding the lawsuit against Decision  Number
25/Pdt.G/2022/PN Mlg which cannot be accepted due to Error In Persona. With
the problem formulation “What are the judge’s legal considerations rin
Decision Number 25/Pdt.G/2022/PN.Mlg?”.

The research methodology used is normative juridical with a case approach and
statutory regulations, supported by analysis of legal doctrine and decision
studies. The legal materials used include primary, secondary and tertiary legal
materials collected from legal literature, journals and related official
documents.

The results of this research, in the judge's decision, stated that the lawsuit could
not be accepted, in the consideration of which the lawsuit was declared Error
In Persona, namely an error in determining the defendant who should be
responsible for the object of the dispute. This emphasizes the importance of legal
relevance between the party being sued and the substance of the dispute in
accordance with Article 163 HIR, which strengthens the principle of legal
certainty.

The legal consequences for the Plaintiff are that the lawsuit cannot be accepted,
and they have the opportunity to sue the relevant party with additional costs and
time. Meanwhile, for the Defendant, this decision frees them from legal
responsibility, confirming that the Defendant has no legal relationship with the
object of the dispute in accordance with the Supreme Court PK decision.

Keywords: Error In Persona, Legal Certainty, Justice, Legal Benefit, Court
Decision.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan hukum hakim dalam menganalisis suatu perkara harus
didasarkan pada pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR, yang mengatur
bahwa pihak yang mengklaim suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan
untuk mendukung atau menolak hak orang lain wajib membuktikan klaim
atau peristiwa tersebut. Namun, dalam proses persidangan, sering ditemukan
kesalahan prosedural, salah satunya adalah Error In Persona.

Dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg, terjadi kesalahan
prosedural berupa Error In Persona dalam penentuan pihak tergugat, yang
mengakibatkan gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan. Error In
Persona adalah kesalahan dalam menetapkan pihak tergugat, yang terjadi
ketika penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak memiliki
hubungan hukum dengan objek sengketa. Akibatnya, gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena pihak tergugat
dianggap tidak relevan secara hukum dengan klaim yang diajukan.'

Kasus ini bermula dari sengketa tanah Eigendom Verponding (EV)
Nomor 4584, berlokasi di Jalan Kayun 34-36, Surabaya, antara sembilan ahli

waris almarhum Anton Sudjono terdiri dari Yayuk Tjandrawati, Andreas

! Rohman, Moh Holilur, Abd Rosid, dan Afifah Alfiyanti. "Legal Protection of Copyright
Owners for Error in Persona in Decision No.33/PDT.SUS-Copyright/2018/PN Niaga Jakarta Pusat."
Istinbath: Jurnal Hukum 20, no. 2 (2023): 123-135.



Kurniawan, Katharina Novita, Imelda Yusnita, Amelia Puspita, Sylvia
Rosita, Yenny Permatasari, Veronica Kurniawati, dan Stefani Elvira Mustika
sebagai penggugat dan Keuskupan Malang sebagai tergugat. Ahli waris
mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan akta
pelepasan hak dari pemilik sebelumnya kepada Anton Sudjono serta bukti
pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

Sebelumnya, pihak tergugat mengajukan gugatan atas tanah yang sama
dengan klaim bahwa EV 4583 yang mereka miliki berada di lokasi yang sama
dengan EV 4584. Namun, gugatan tersebut ditolak pada seluruh tingkat
peradilan, termasuk Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung, yang
memutuskan bahwa Keuskupan Malang tidak memiliki hubungan hukum atas
tanah Kayun 38-40. Kronologi peradilan dalam kasus ini dimulai dengan
Putusan Gugatan PN 607, yang menguatkan putusan sebelumnya. Kemudian,
pada 09-11-2011, Tergugat mengajukan kasasi terhadap Putusan Banding
Gugatan PN 607 dengan Nomor Perkara 2312 K/Pdt/2016, yang pada 06-12-
2016 diputus oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan banding
dan menguatkan Putusan Gugatan PN 607.

Selanjutnya, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali pada 18-12-
2018 dengan Nomor Perkara 743 PK/Pdt/2019. Mahkamah Agung pada 18-
12-2019 memutuskan menolak seluruh gugatan dan menyatakan bahwa
Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah Kayun 38-40,
serta objek yang saat ini dikuasai Tergugat bukan tanah Kayun 38-40,

melainkan EV 4584 Kayun 34-36 yang merupakan milik Penggugat.



Meski demikian, tergugat tidak memahami secara jelas isi putusan
tersebut, sehingga tindakan penguasaan tanah oleh pihak tergugat tetap
berlangsung, memicu penggugat untuk mengajukan gugatan baru di PN
Malang. Dalam persidangan di PN Malang, penggugat menuduh tergugat
melakukan penembokan atas tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah,
sehingga menyebabkan kerugian materiill dan immateriil, termasuk
terhambatnya proses pensertifikatan tanah tersebut. Namun, tergugat
menyangkal penguasaan atas tanah tersebut dan menyatakan bahwa tindakan
tersebut mungkin dilakukan oleh pihak lain yang mengatasnamakan
Keuskupan Malang.

Majelis Hakim mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak
dan menemukan bahwa penggugat telah salah menentukan pihak yang
seharusnya digugat. Tergugat yang diajukan dalam perkara ini ternyata tidak
memiliki hubungan hukum langsung dengan tindakan penguasaan atas tanah
sengketa. Kesalahan ini dikategorikan sebagai error in persona, yaitu
ketidaktepatan dalam menentukan pihak tergugat, sehingga gugatan
dinyatakan cacat prosedur. Putusan ini telah sesuai dengan asas kepastian
hukum, karena memastikan bahwa pihak yang digugat harus memiliki
hubungan hukum langsung dengan objek sengketa.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM

HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg”



Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
“Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mig terhadap Error In Persona?”

Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari

penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim
dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg tentang sengketa atas
tanah/penguasaan tanah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi para pihak

dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat dilihat dari penelitian ini, baik secara
teoritis maupun secara praktis, yaitu :
1.  Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum
mengenai konsep Error In Persona, yang menunjukkan kesalahan
dalam penentuan pihak yang terlibat dalam suatu gugatan hukum.

Dengan memahami dinamika kesalahan ini, akademisi dan praktisi



hukum dapat lebih memahami dampaknya terhadap gugatan perdata
dan proses peradilan secara keseluruhan. Penelitian ini juga
memberikan wawasan yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya
kesalahan serupa di masa depan, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kepastian hukum, keadilan hukum, serta kemanfaatan
hukum dalam sistem peradilan perdata. Dengan menjaga korelasi
antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sistem
peradilan dapat bekerja secara efektif dan memberikan solusi yang
adil serta bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat rekomendatif
kepada pemangku kebijakan, terutama pada unsur yudikatif, untuk
lebih memperhatikan konsep Error In Persona. Dengan demikian,
institusi peradilan dapat lebih baik dalam memastikan bahwa proses
pengajuan gugatan memperhatikan unsur keabsahan subjek hukum.

Hal ini bertujuan untuk memberikan nuansa kepastian,
keadilan, dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam menangani isu
keabsahan gugatan pada perkara perbuatan melawan hukum,
sehingga mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih adil

dan efektif.



1.

Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg” Tidak
mengandung unsur plagiatisme, dan dapat dibuktikan dengan

membandingkan hasil penelitian hukum sebelumnya, yaitu:

Nama : Alda Kendra Artanti
NIM : A1012211081

Jenis : Skripsi

Fakultas : Hukum

Universitas  : Universitas Tanjungpura
Tahun Ajaran : 2025
a. Judul Penelitian
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg
b. Rumusan Masalah
1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor
25/Pdt.G/2022/PN Mlg terhadap Error In Persona?
c. Tujuan Penelitian
1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum
Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg tentang
sengketa atas tanah/penguasaan tanah.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi para

pihak dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg.



d. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dengan pendekatan kasus, yang mengkaji putusan hakim melalui
analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan
doktrin hukum terkait dengan kasus Error In Persona.

e. Hasil Penelitian
Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg
sudah tepat dan sesuai, di mana majelis hakim dengan tegas
menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard) karena adanya Error In Persona, yaitu kesalahan dalam

penentuan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas objek

sengketa.
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a. Judul Penelitian
PERTIMBANGAN HAKIM PERIHAL PUTUSAN BEBAS
PERKARA ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS PUTUSAN

NOMOR 230/PID.B/2017/PN.Kwg)



b. Rumusan Masalah
2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan
bebas terhadap korban Error In Persona dalam Putusan Nomor
230/PID.B/2017/PN.Kwg
3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada
korban dalam perkara Error In Persona didalam hukum positif
yang berlaku di Indonesia?
c. Tujuan Penelitian
3) Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam
memutuskan putusan bebas terhadap korban salah tangkap
dalam Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg
4) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan
hukum yang diberikan kepada korban dalam perkara Error In
Persona didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.
d. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dengan pendekatan kasus, yang mengkaji putusan hakim melalui
analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan
doktrin hukum terkait dengan kasus Error In Persona.
e. Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Nomor
230/PID.B/2017/PN.Kwg mempertimbangkan kesalahan dalam

identifikasi subjek hukum yang mengakibatkan putusan bebas, dan



bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban error in
persona adalah melalui pemulihan hak dan ganti rugi sesuai dengan
ketentuan hukum positif di Indonesia.

Perbedaan Penelitian

terletak pada fokus kajian dan jenis perkara yang dianalisis.
Penelitian pada kasus Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg
membahas error in persona dalam konteks perkara pidana,
khususnya terkait tindak pidana penipuan dan penyerobotan tanah,
dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap korban salah
tangkap dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, penelitian
ini berfokus pada perkara perdata, dengan analisis mendalam
tentang pertimbangan hukum hakim terhadap error in persona
dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum terhadap

Keuskupan Malang, yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.
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a. Judul Penelitian
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Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam

Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus

Putusan Noomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr).

b. Rumusan Masalah

1))

2)

Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat
terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak
Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)?.

Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam
memutuskan  Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet
Ontvankelijke ~ Verklaard)  dalam  Perkara  Perdata

No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr?.

c. Tujuan Penelitian

1)

2)

Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan
Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan
Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam
memutuskan  Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet
Ontvankelijke ~ Verklaard)  dalam  Perkara  Perdata

No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

pendekatan kasus, yang mengkaji aspek hukum melalui studi dokumen

resmi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang
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relevan untuk menganalisis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard
dalam Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

e. Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat
dilakukan Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim yang
menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima adalah dengan
mengajukan perbaikan gugatan atau mengajukan banding. Selain itu,
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara
tersebut terkait kesalahan identifikasi pihak tergugat yang
mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

f. Perbedaan Penelitian
Secara singkat, skripsi saya mengkaji masalah spesifik mengenai
kesalahan identifikasi pihak dalam gugatan dan dampaknya
terhadap gugatan dalam kasus tertentu, sedangkan skripsi ini
membahas upaya hukum dan pertimbangan hakim terkait dengan
keputusan mengenai gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima

dalam konteks perkara perdata.



